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$:livan:
PERATURAN PuM= . INTAI NO.27 TiHUN 19%4.

PRESIDEN R PUBLIK INDONZSIA,

Menimbang ¢ bahwa pegawai Negeri perlu diberi kesempatan mengambil
persekot gadji guna merjakan hari raja masing-masing:
Mengingat : pasal 42 Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad

1925 No.448 jo Staatsblad 1941 No,30 dan Lembaran Nega-
ra 1954 No.6) dan pasal 98 Undang-undang Dasar sementa-
ra Republik Indoaesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rao tnje Jjang ke-27 pada. tanggal
2% Pebruari 1954.
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Mene tapkan:
PERATURAN PEM.SR IVT&A T“WL;NC PJAB SRIAN PERSEROT. HART RAJA KEPADA
TAT. NEGER :
Pasal 1,
1. Kepada Pegawal Negeri atsc perminta nja dapat diberikan persekot

gadji gunda uorqgalan hari TiJa (seWQnGJutnga disebut persekot
hari raja

2., Kepada seorang peﬂawal delam masa 1 tahun tidak dapadc ulbellkkn
persekot hart rQJJ leb h ‘dari satu kali,

: _ Pasal 2,
1. Jang dimaksud dengan pegawzi Negeri ialah: |
a., warga Negara Indonesia jang memangku djabat: n Wererw b11k te-
tap maupun sementara;
b. mereka jang menerima uang tungou;
¢. pekerdja tetap waega Negara Indonesia,jaitu tenaga harian jang
dipekerdjakan atwu diangkat oleh’ lHBt}ﬂSl Pemerintah untuk me-
lakukan pekerdjaan jang bersifat tetap dan telah bekerdja terus
ménerus selama :Sekurang-kurangnja satu tahun.
2. Jang dimaksud-dengan hari raja tersebut dalam Uasxl 1 ulatas ialah+
| O o 31 B oo T 3
2+ 1 Djanuari,
3, Galungan Janv dlrdg_‘an dalam bulan September, dan
4. Imlek, ‘

Pasal 3.

1. Persekot hari raja. tidak diberilan djika:
a. pegawaili jang memintanja sementara itu telah mengadjukan pers

mintaan untuk berhenti dari peker gaanngd ataupun telah diu-
sulkan untuk diberhentilran dari pekerdjaannja;

b. pegawcl jang memintanja telah disuruh mengadjukan permintaan
berhenti dari pekerdjaannja ataupun telah diusulan untuk di-
suruh berbuat demikicng

c. pegawal jans memintanja telah mengad jukan permintaan perlop
ailuar tanggungan Negara ataupun telah diusulkan tmtuk diberi
perlop diluar danggungzan Negara, '

2., Kepada jang mereka jang dimaksul dalam pasal 2 ajat 1 sub b dan
¢ hanja dibajarkan pergekot,djika. dapat dihar pkan bahwa persekot

itu dapat ditagih kembali sebelum waktu pemberian uang tunggu
c.0. pekerdisan habis.,
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Pasal 5,

1. Permintazn persekot diadjukan kepada kantor-kantor jang mengeluar-
kan surat perintah pembajaran gadji,paling lambat satu bulan sebe-
lum hari raja jang bersangkutan diraj:zkan.

2, Pembajaran persekot dil:kukan 20 hari sebelum/hariraja /perajaan
jang bersangkutan, _

3. hAtas permintaan persekot, jang diterima oleh kantor pembajaran se-
sudah hari raja, tidzk dilakukan pembajaran.

4, Pengeluaran persekot termaksud dibebabhkan pada anggaran Kementerian
masing-masing atas m.a. persekot gadji,etjuali persekot kepada pe-
gawail pada Djawatan/Peruszhaan berdas:rkan I,B,W, jang diberikan da-
ri keuwangan badan itu sendiri,d.n perseko?t kepada pekerdja tetap,
jang dibajar dari uang persedizan untul dipertanggung djawabkan.,

Paeal B

1. Pungutan kembali uang persekot dilakuan dalam enam angsuran dengan
memotong gadji pegawai jang bers:ngkutan tiap~tiap bulan,dimulai
dengan bulan sesudah bulan persekot tadi dibajarkan,

2. Apabila pegawai diperhentilkan dari peverdjaannja dan/atau berhubugg
dengan suatu hal tidak menerima gadji/penshasilan atau meningeal
dunia, maka sisa persekot dapat segera ditagih sekaligus da¥l jang
bersangkutan atau ahli-~warisnja. '

Pasal 7.
Peraturan Pemerintah ini muloi berlaku pad2 hari diundangkan dan ber-
laku surut sampai {1 Djanuari 1954,

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja,memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tangral 19 Maret 1954,
PRuOID. W RFPUBLIK INDONESIA,
ttd., Sukarno,
MENTERT KEUANGAN,
ttd.Ong Eng Die,

MINTZRT AGAMA,
ttd. K.H,Masjkur,

s tagggggag%kﬁgret 1954, Lembaran Negara No.46 tahun 1954,
MENTINT KRZAKI.H, : Sesual dengan jang asell
$ 5. Biudy Gandcieits uekretarls I Presiden,
’ ool ; Mr. Ratmoko.

Pend jalagant

Dalam tahun-tahun jang lampau kepada para pegawai Negeri diberikan ke-
sempatun mengambil persekot= gadji guna merjakan hari raja masing-iiz.i-
masing, Untuk tiap-tiap hari raja oleh Pemerintah diambil putusan ten-
tang pemberian persekot itu. Kerap kali terdjadi bahwa putusan itu ter-
lambat diberikan, sehingga bagi instansi-instansi jang bers-ngkutan tim-
bul kesulitan-kesulitan dalam mel-alsapakbn plutidan tersebut berhubung
dengan sembitnja waktu guna menjispkan segala sesuatu jang perlu untuk
pemnbajaran persekot tadi.

Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan itu,dianggap perlu mengada-

kan peraturan Jjang mengatur hal tersebut.
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Pendjelasan pasal demi pasal:
Yasal 1}
Tiakuwpg d a L as.}
Pasal 2.

Ajat ¥ sub a dan b 1t tgukup djelas;
¢ ¢ Tenag harian jang melalukan pekordjigan borongan
atau pekerdjaan bersifat sementara tidak dianggap
- . scbagal pekcerdja tetap.
Ajat 2 : tjukup djelasi

Po el =

AjJa¥ ¥ : sub a;b dan e; Bila untuk pegawai termaksud dalam ketentuan ini,
$elah terlandjur dimintakan persckot dan perscket® Ltu adalah
telandjur pula dibajarkan kepada jang memintanja maka djumlah
perscket $adi harus dicebtorkan kembali di Kas Negeri:

AjJet 2 ¢t s fuakwp 4 Jelas -

Pasal 4.,
Jang dimaksud dengan penghhsilan bersih ial:h gadji pokek (termasuk tam-—
hahan perlaihan) ditambah dengan segala tundjangan dan dikurangi dengan
djumlah ptengan untuk pensiun dan padjale,
Bagl pekerdja tetap persckot terscbut berdjumlah separeh dari 25 x

uang harian dan perscket itu dibajarkan dari uang persedisan untuk di-
pertanggung djawabkan;djika perlu untuk keperluan itu dapat dimintakan
tembahan uang persediaan,; Pengawas atas pemberian dan penagihan persekot

kepada pekerdja tetap dilakukan oleh masing-masing Kementerian.

Selandgutnja Jang dimaksud engan kantor pombagaran ialah Kantor Pu-~
sat Perbendaharaan ?%ergadap persckot bagi pegawail pada Djawatan-djawa-

tgndPerusahaan-perusahaan berdasarkan I,B,V. jang dimaksud kantor pemba-
jaran ialah badan-badan tersebut),

Pagal 5 .

Ajat t : Permintacnn persekot bagi para pegawai pada Djawatan-djawatan,
Kantor-kantor, badan~badan dan instansi-insgtansi lain diadjukan
bersma-sama dengan daftar perminta n rangkap dua oleh pembuat
daftar gadjli jang bersongkutan,

Ajat 2 : Tjukup djelas.

Ajat 3 ¢ Dalam ketentuan ini dikandung maksud untuk membatasi walktu
pemba jaran perseckot,

Ajat 4.: Tjukup djelas.

Pasal 6,

Ajat 1 : Untuk memudahkan pelaksanakan ketentuan ini,maka persekot jang
diberikan dibulatkan keatas mendjadi rupibh penuh sedemikian,
hingga djumlah persekot itu dapzt dibagi enam.

Ajat 2 : tjukup djelas,.

Pasal 7.
e o L B d Jail-a B
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PERATURAN PEMulRINTAH NO,29 TAHUN 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONLCEIA,

Menimbang ta. bahwa gadji pegaval Negeri pada dcwasa ini tidak lagi se
imbang dengan biaja hidup sehari~hari;
b. bahwa dirasa perlu mengadaksn peraturan semenimra guna
sekedar meringankan beban para Pegawail Negeri;
e. bahwa salah satu beban jang dipandang beratv bagil para
pegawal ialah pembajaran padjak peralihan dan atau pa-
djak upah kepada Negara;

pasal 98 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia,

Mengingat :
pasal 3 huruf n Ordonansi Puadjak Peralihan tahun 1944 dan
Ordonansi Padjalt Upah; )
Mendengar ¢ Dewan Menteri Dalam rapatnja jang ke 44 pada banggal 6
April 1954;
Memutuskant
Mene tapkans

PERATURAN PREMsSRINTAH TENTANG PUNANGCOUNGAN P DJAK PERALIIIN DAN PADJAK
UPAH BAGI PEGAWAT NuGLRI OL:uH NaGARA,

Pasal 1.

Negara Republik Indonesia menanggung padjak peralihan dan padjak upah
bagl pegawai Negeri jang bekerdja aktip hingga djumlah jang ditentukan
dalam pasal 3 Peraturan ini,

Pasal 2,

Jang dimaksud dengan pegawai dalam Per.turan ini ialah pegawail Negeri
Republik Indonesia,termasuk mereka jong bekerdja pada Dierah Otonom,
jang digadjl menurut peraturan Gadji Pegawai "P,G.P,1948" sebagaimana
telah diubah dan ditambah,dan menurut Bezoldigingsregeling Burgerlijke
Landsdienaren ("B,B.L,-1938") jo Betalingsregeling Ambtenaren en Gepen-
gionneerden (B,A,G,-1949),pula jang digadji menurut Peraturan Gadji

jang dapat disamakan dan tingkatnja sama dengzan peraturan tersebut be-
lakangan.

Fagal 3,

1. Padjak jang mendjadi tangrungan Negara seperti termaksud dalam pasal
1 diatas, berdjumlah 5% (lima perseratus) dari pendapatan bersih
jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan upah jang dibebahkan pada
keuangan Negara (ketjuali jang Aiperoleh dalam mata uang lain dari
pada mata uwang Indonesia) densan ketentuan, bahwa djikalau padjaknja
kurang dari 5% maka padjak seluruhnja ditangzung oleh Negara.

2., Terhadap mata padjak jang kurang dari dua belas bulan,nzala djumlah
maximum ini dikurangi dengan imhangannja menurut baidjaknja bulan
jang kurang dari 12 bulan itu,

Pasal 4.

Penghasilan tambahan jang diperoleh pegawai tersebut dalam pas:l 1
karena penanggungan padjak oleh Negara menurut Peraturan ini,dalam men-
djalankan peraturan padjak peralihan dan padjak upah, tidak dianggap se-
bagal pendapayan dan upah,

Pasal B,

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selandjutnja diserahkan kepada
Menteri Keuangan.,
Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pad: hari diundanglkan dan ber-
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Balinan:

PERATURAN PuMb (INTAI NO.28 TAAUN 1954,
PRESIDIN REPUBLIK INDONESIA, :

Menimbang : perlu mengadakan perubahzn dailam Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41)
mengenai penmberian uang duka atau penghibur kepada djan-
da atau ahli waris pegaw2i negeri jang tewas dalam meka-
kukan kewadjitannja karena keganasan gerombolan;

Mengingat : pasal 119 Undang-undan<; Dasar Sementars Republik Indone-
siaj

Mendengar : Devan lMenteri dalam rapatnja joeng ke-39 tanggal 9 Maret
19545

Meomtusk ani

Menetaplkan:

FPERATURAN PEMJRINTAH UNIUK MINGUBAH PER;TURAN PAMIUINTIH NO,24 TAIUN
F953 MENGENAT P MBERI'N U~NG DUKA AT.U PENGHIBUR ¥RPADA DJ:UDs ATAU
AYLT WARTS PEGAVAT JANG TEWAS DATAM MITARUKAN KEVADJIIBANTJ?

Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun

1953 No.41) diubah seluruhnja schingga berbunji sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uvang duka/penghlbur tersebut dibebankan pada Angraran
Belandja Kementerian keuangan",

2, Apzbila mengenail seoransg pegaval dari suwatu perusahaan Jang dise-
lenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Vet") maka pengsliu-
aran itu dibebankan kepada exploitasi perusahawn I.B.V.(Indische
Bederijven Wet") jang bhersongkutan,

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlalu poda hari diundanglan d n berla-
ku surut sampai tangzal 1 Djanuvari 1953,

Agar supaja setlap orcng dapat ncnﬁotahuinja memerintzhltun pengun-
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat n dalzn Lenbaron Nega-
ra Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tangsgal 24 Maret 1954.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.Scekarno.
Perdana Menteri,
ttd.Ali Sastroamidjojo.

Menteri Keuangan,

Diundangkan ttd.Ong Eng Die.
pada tanggal 10 April 1954,
Menteri Kehakiman, Lembaran Negar: No.47 tahun 1954.
Djidy Gondokusumo. Sesual dengon jang aseli

Sekretaris I Presiden,
Mr, Ratmoko.
& enad doe 1 g 8 a N
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Menimbang perlu mengadakan perubahzn dalam Peraturan Pemerintah
No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1653 No,.41)
mengenai pemberisn uang duka atau penghibur kepada djan-
da atau ahli waris pegaw2i negeri jang tewas dalam meka-

kukan kewadjibannja karena keganasan gerombolan;

s

Mengingat ¢ pasal 119 Undang-undan; Dasar Sementara Republik Indone-
siaj
Mendengar ¢ Dewvan llenteri dalam rapatnja jong ke-39 tanggal 9 Maret
1954;
Memuntushkan
Menetaplan:

PERATURAN PEMURINTAH UNTUK MINGUBAH PER: TURAN PAMARINTAH NO,.24 TATUN
953 MENGENAL PUMBEHI'N U:LNG DUKA AT.U PONGHIBUR TREPADA DJ:iUDA ATAU
AHLT WARTS PIRGAYAT JANCG TEWAS DALAM MOTLAKUKAN KEVADJIBANITI®,

Pagal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tabun 1953 (Lembaran Negara tahun

1953 No.41) diubah seluruhnja schingga berbunji sebagai berikut:

1+ "Pengeluarin uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Angraran
Belandja Kementerian leuangan",

2, Apabila menzenai scorang pegawai dari suatu perusahaan jang dise-
lengoarakan menurut I.B,¥W. ("Indische Bedrijven Vet") maka pengslu-
aran itu dibebankan kepada exploitasi perusahawn I.B,V.(Indische
Bederijven Wet") jang bersangkutan,

Pasal 2.,

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundanglen d n berla-
ku surut sampai tangzal 1 Djanuari 1953,

Agar supaja2 setiap orcng dapat mengetahuinja ,memerintahliun pengun-
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat n dalzm Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1954,
Presiden Republik Indonesia,
ttd.Soekarno,
Perdana Menteri,
ttd.Ali Sastroamidjojo.

Menteri Keuangan,

Diundangkan +1d.0Ong Eng Die,
pada tanggzal 10 April 1954,
Djidy Gondokusumo. Sesual dengan jang aseli

Sekretaris I Presiden,
l¥r,. Ratmoko.
Pend el acsan:

Perubahan P.P, tersebut hanja bersandar atas pertimbangan? tehnis, jg.
dipandang perlu oleh Kem,7ecuangan berhubung dengin Susunan Anggaran Be-
landja, Apabila sebelum perubahan ini pengeluaran uang duka/penghibur
dibebankan pd.anggaran belandja tiap2 Kementerian,malk: kini pengelua-
ran itu dari semua Iementerian? dibebankan pada Anggiran Belandja Kem,
Keuangan,ketjuali apabila mengenai seorang pegarai dari suatu perusaha-
an IBW,(Indische Bedrijven Wet) dalam hal mana pengeluaran itu dibeban-
kan pada anggaran exploitasi perusahaan IBY (Indische Bedrijven Vét)
jang bersanglutan, (TLN.N,561)



